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ABSTRAKSI 

 

 

Desi Ayu Amalia (1302025036)  

PENGARUH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DAN BEA 

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 

TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DENGAN 

PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL MODERATING.  

 

Skripsi.  Program  Strata  Satu  Program  Studi  Akuntansi.  Fakultas  Ekonomi  

dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2017. Jakarta. 

 

Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan (BPHTB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan 

Kemandirian Keuangan Daerah. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PBB, BPHTB dan PAD 

terhadap kemandirian keuangan daerah baik secara parsial maupun secara 

simultan, untuk mengetahui hubungan PAD dalam memoderasi PBB terhadap 

kemandirian keuangan daerah, untuk mengetahui hubungan PAD dalam 

memoderasi BPHTB terhadap kemandirian keuangan daerah. 

       Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah “PBB dan BPHTB” 

sebagai variabel independen dan “Kemandirian Keuangan Daerah” sebagai 

variabel dependen serta “PAD” sebagai variabel moderating. Pengambilan sampel 

dalam penelitian ini mengunakan purposive sampling yaitu penetapan sampel 

berdasarkan kriteria tertentu, maka sampel yang digunakan adalah 7 (tujuh) 

kabupaten/kota di Pulau Jawa diantaranya adalah Kota Pekalongan, Kota Depok, 

Kota Yogyakarta, Kabupaten Demak, Kabupaten Klaten, Kabupaten Ponorogo, 

dan Kabupaten Jember. Teknis analisis data yang digunakan adalah Analisis 

Regresi Linier Berganda dengan menggunakan SPSS 23 . 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa baik secara parsial PBB 

berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan nilai 

thitung 2,330 > ttabel 2,039 (0,026 < 0,05) dan BPHTB terhadap kemandirian 

keuangan daerah menunjukkan nilai thitung 2,272 > ttabel 2,039 (0,030 < 0,05) serta 

PAD terhadap kemandirian keuangan daerah dengan nilai thitung 4,049 > ttabel 2,039 
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(0,000 < 0,05). Secara simultan PBB, BPHTB dan PAD berpengaruh terhadap 

kemandirian keuangan daerah ditunjukkan nilai Fhitung 18,981 dan nilai Ftabel 2,910 

(0,000 < 0,05). Dan nilai Adjusted R Square sebesar 61,3% berarti KKD 

dijelaskan oleh PBB, BPHTB dan PAD sedangkan sisanya 38,7% dijelaskan oleh 

faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti seperti retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah serta 

dana perimbangan. Adapun PAD tidak memoderasi hubungan antara PBB dengan 

kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,497 > 0,05. 

Akan tetapi PAD memoderasi hubungan antara BPHTB dengan kemandirian 

keuangan daerah hal itu ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,004 < 0,05.   

Dari hasil penelitian ini penulis memberikan beberapa saran untuk penelitian 

lebih lanjut yaitu pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan 

variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. 
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ABSTRACT 

 

 

Desi Ayu Amalia (1302025036)  

THE EFFECT OF LAND AND BUILDING TAX (PBB) AND 

ACQUISITION OF LAND AND BUILDING RIGHTS (BPHTB) TO THE 

REGIONAL FINANCIAL INDEPENDENCE WITH THE LOCAL 

GORVERMENT REVENUE AS MODERATING VARIABLE.   

 

Thesis. Program Strata One Accounting Study Program. Faculty of Economics 

and Business Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2017. Jakarta. 

 

Keywords: Land and Building Tax, Acquisition of Land and Building Rights, 

Local Government Revenue, Regional Financial Independence  

 

This study aims to determine the effect of PBB, BPHTB and PAD on the regional 

financial independence either partially or simultaneously, to know the relationship 

of PAD in moderating the PBB to the regional financial independence, to know 

the relationship of PAD in moderating BPHTB to the regional financial 

independence. 

       The variables used in this research are "PBB and BPHTB" as independent 

variables and "Local Financial Independence" as dependent variable and "PAD" 

as moderating variable. Sampling in this study using purposive sampling is the 

determination of the sample based on certain criteria, then the samples used are 7 

(seven)  districts / cities in Java Island such as Pekalongan City, Depok City, 

Yogyakarta City, Demak Regency, Klaten Regency, Ponorogo Regency and 

Jember Regency. Technical analysis of data used is Multiple Linear Regression 

Analysis using SPSS 23. 

       The results of this study show that both the partial PBB effect on the regional 

financial independence is indicated by the value tcount 2.330 > ttable 2.039 (0,026 < 

0,05) and BPHTB to the regional financial independence shows tcount 2,272 > ttabel 

2.039 (0,030 < 0,05) and PAD to the regional financial independence with the 

value of tcount 4.049 > ttable 2.039 (0.000 < 0.05). Simultaneously the PBB, BPHTB 

and PAD have an effect on the regional financial independence is shown Fcount of 

18,981 and Ftabel 2,910 (0,000 < 0,05). And the value of Adjusted R Square of 

61.3% means KKD explained by the PBB, BPHTB and PAD while the remaining 
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38.7% is explained by other factors not investigated by researchers such as 

retribution, the result of separated regional wealth management, and other PAD 

legitimate and balance funds. The PAD does not moderate the relationship 

between the PBB and the regional financial independence is shown with a 

significance value of 0.497 > 0.05. However, PAD moderates the relationship 

between BPHTB and regional financial independence, it is indicated by a 

significance value of 0.004 < 0.05.  

      From the results of this study the authors provide some suggestions for further 

research that is on the next research is expected to add other variables that can 

affect the regional financial independence. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Otonomi daerah lahir diawali ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi yang 

terjadi disekitar tahun 1997. Krisis ekonomi tersebut telah melemahkan ketahanan 

ekonomi nasional, dan menimbulkan berbagai bentuk kesenjangan sosial. Kurang 

meratanya penyebaran pelaksanaan pembangunan membuat kesenjangan 

pertumbuhan antar daerah, antara perkotaan dan pedesaan, antar kawasan, 

maupun antar golongan masyarakat sehingga gejolak sosial menjadi sangat mudah 

terjadi.  

       Salah satu alasan diberlakukannya otonomi daerah adalah agar pembangunan 

di daerah berjalan seiring dengan pembangunan di pusat. Hal ini merupakan 

bentuk koreksi atas pelaksanaan pembangunan ekonomi yang selama ini 

menitikberatkan pembangunan di pusat dan kurang memperhatikan perkembangan 

pembangunan daerah. Dengan kebijakan yang sentralistik ini menyebabkan 

terjadinya ketidakseimbangan pelaksanaan pembangunan di pusat dan daerah. 

Akibatnya hampir seluruh potensi ekonomi di daerah tersedot ke pusat sehingga 

daerah tidak mampu berkembang secara mamadai.  

       Otonomi daerah memiliki tujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah 

sehingga daerah bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tangan 

pemerintah pusat guna untuk memeperbaiki kekeliruan selama ini dengan cara 
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memberikan peluang kepada daerah untuk mendapatkan dana lebih besar dan 

kebebasan untuk mengelolanya sendiri. 

       Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang 

telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah 

pusat dan daerah, yang menghendaki daerah untuk berkreasi mencari sumber 

penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka 

menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. 

       Penyerahan kewenangan daerah juga diikuti dengan penyerahan sumber-

sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh pemerintah pusat. 

Dengan demikian pemerintah daerah mampu untuk melaksanakan segala urusan 

pemerintahannya sendiri karena sumber-sumber pembiayaan sudah diserahkan 

kepada pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu 

menggali dan mengoptimalkan potensi keuangan lokal, khususnya Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Apabila mekanisme tersebut sudah terwujud maka cita-cita 

kemandirian daerah dapat direalisasikan.  

       Diterapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah kini mempunyai tambahan sumber 

pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, sehingga saat ini 

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari 11 (sebelas) jenis pajak, yaitu Pajak Hotel, 

Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak 
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Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan 

Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Penambahan jenis Pajak 

Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini:  

Tabel 1 

Perbedaan Jenis Pajak Kabupaten/Kota pada UU No.34/2000 dengan UU No. 

28/2009 

UU 34/2000 UU 28/2009 

1.  Pajak Hotel 

2.  Pajak Restoran  

3.  Pajak Hiburan  

4.  Pajak Reklame  

5.  Pajak Penerangan Jalan (PPJ) 

6.  Pajak Parkir  

7.  Pajak Pengambilan Bahan Galian 

Gol. C 

1. Pajak Hotel 

2. Pajak Restoran  

3. Pajak Hiburan  

4. Pajak Reklame  

5. Pajak Penerangan Jalan  

6. Pajak Parkir  

7. Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan (perubahan nomenklatur)  

8. Pajak Air Tanah (pengalihan dari 

Prov)  

9. Pajak Sarang Burung Walet 

(baru) 

10. PBB Pedesaan & Perkotaan 

(baru)  

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan  Bangunan (baru) 

Sumber : www.pajak.go.id 

       Adanya Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

merupakan strategi desentralisasi fiskal, khususnya untuk Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

yang mengalami perubahan dari pajak pusat menjadi pajak daerah, yang 

diharapkan dapat berdampak pada peningkatan penerimaan daerah. Karena ketika 

PBB dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota hanya 

mendapatkan bagian sebesar 64,8% dan BPHTB sebesar 64%. Maka setelah 
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pengalihan ini, semua pendapatan dari PBB dan BPHTB akan masuk ke dalam 

kas pemerintah daerah.  

Tabel 2 

Perbandingan PBB pada Undang-undang PBB dengan Undang-undang 

PDRD  

 UU PBB Nomor 12 Tahun 1994 UU PDRD Nomor 28 Tahun 2009 

Subjek Orang atau Badan yang secara nyata 

mempunyai suatu hak atas bumi, 

dan/atau memiliki, menguasa dan/atau 

memanfaatkan atas bangunan 

(Pasal 4 Ayat 1) 

Sama  

(Pasal 78 ayat 1 dan 2) 

Objek  Bumi dan/atau bangunan 

(Pasal 2) 

Bumi dan/atau bangunan, kecuali 

kawasan yang digunakan untuk 

usaha perkebunan, perhutanan dan 

pertambangan (Pasal 77 Ayat 1) 

Tarif Sebesar 0,5% 

(Pasal 5) 

Paling tinggi 0,3% 

(Pasal 80) 

NJKP 20% sampai dengan 100% (PP 25 

Tahun 2002 ditetapkan sebesar 20% 

atau 40%) 

(Pasal 6) 

Tidak dipergunakan 

NJOPTKP Setinggi-tingginya Rp 12.000.000  

(Pasal 3 Ayat 3) 

Paling rendah Rp 10.000.000 

(Pasal 77 Ayat 4) 

PBB 

Terutang 

Tarif x NJKP x (NJOP-NJOPTKP) 

0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP) atau 

0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP) 

(Pasal 7) 

Max. 0,3% x (NJOP-NJOPTKP) 

(Pasal 81) 

Sumber : www.pajak.go.id 

Tabel 3 

Perbandingan BPHTB pada UU BPHTB dengan UU PDRD 

 UU BPHTB Nomor 20 Tahun 2000 UU PDRD Nomor 28 Tahun 

2009 

Subjek Orang atau Badan yang memperoleh 

hak atas tanah dan atau bangunan  

(Pasal 4) 

Sama  

(Pasal 86 Ayat 1) 

Objek  Perolehan hak atas tanah dan atau 

bangunan  

(Pasal 2 Ayat 1) 

Sama  

(Pasal 85 Ayat 1) 

Tarif Sebesar 5% 

(Pasal 5) 

Paling tinggi 5% 

(Pasal 88 Ayat 1) 
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 (Lanjutan) 

Tabel 3 

 UU BPHTB Nomor 20 Tahun 2000 UU PDRD Nomor 28 Tahun 

2009 

 Paling banyak Rp 300.000.000 untuk 

waris dan Hibah Wasiat 

(Pasal 7 Ayat 1) 

Paling rendah Rp 300.000.000 

untuk waris dan hibah wasiat 

(Pasal 87 Ayat 5) 

NPOPTKP Paling banyak Rp 60.000.000 untuk 

selain waris dan hibah wasiat 

(Pasal 7 Ayat 1) 

Paling rendah Rp 60.000.000 

untuk selain waris dan hibah 

wasiat 

(Pasal 87 Ayat 4) 

BPHTB 

Terutang 

5% x (NPOP-NPOPTKP) 

(Pasal 8) 

5% (maksimal) x (NPOP-

NPOPTKP) 

(Pasal 89) 

Sumber : www.pajak.go.id  

       Terjadinya pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan sebagai pajak pusat menjadi pajak daerah tentunya 

tidak hanya berdampak pada Pendapatan Asli Daerah tetapi juga akan berdampak 

pada penerimaan Dana Bagi Hasil. Hal itu disebabkan karena terjadinya 

pemindahan pos penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya berada pada pos Dana Bagi Hasil 

Pajak, berpindah ke pos Pendapatan Asli Daerah. 

       Penelitian yang dilakukan oleh Sigit Hutomo (2014) menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan PAD yang signifikan sebelum dan sesudah pengalihan PBB-

P2. Kotijah Fadilah Abdilah (2016) mengatakan bahwa  kebijakan pengalihan 

BPHTB menjadi pajak daerah di Kabupaten Kediri merupakan kebijakan yang 

tepat untuk meningkatkan PAD. Endang Sri Mulatsih (2015) juga mengatakan 

bahwa ada PAD secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan 

daerah.  
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       Dengan adanya pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan dari pajak pusat menjadi pajak daerah akan 

berdampak pada peningkatan penerimaan daerah sehingga akan mendorong 

derajat kemandirian keuangan pemerintah daerah serta mengurangi tingkat 

ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.  

       Berdasarkan pemikiran dan latar belakang masalah yang telah diuraikan di 

atas, maka Penulis mengambil judul “Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) sebagai Variabel Moderating”. 

1.2  Permasalahan 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

       Berdasarkan uraian di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah PBB berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah? 

2. Apakah BPHTB berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah? 

3. Apakah PAD berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah?  

4. Apakah PBB, BPHTB dan PAD secara simultan berpengaruh terhadap 

kemandirian keuangan daerah? 

5. Apakah PAD memoderasi pengaruh PBB terhadap kemandirian keuangan 

daerah? 

6. Apakah PAD memoderasi pengaruh BPHTB terhadap kemandirian keuangan 

daerah? 
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1.2.2 Pembatasan Masalah 

       Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih  fokus dan mendalam maka penulis 

memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. 

Oleh sebab itu penulis hanya membatasi tentang pajak bumi dan bangunan dan 

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap kemandirian keuangan 

daerah dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel moderating di tahun 2012-

2016.  

1.2.3 Perumusan Masalah  

       Masalah yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut : 

“Apakah pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah dengan pendapatan 

asli daerah sebagai variabel moderating?”. 

1.3  Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk : 

1. Untuk mengetahui pengaruh PBB dengan kemandirian keuangan daerah. 

2. Untuk mengetahui pengaruh BPHTB dengan kemandirian keuangan daerah. 

3. Untuk mengetahui pengaruh PAD dengan kemandirian keuangan daerah. 

4. Untuk mengetahui pengaruh PBB, BPHTB dan PAD dengan kemandirian 

keuangan daerah. 

5. Untuk mengetahui hubungan PAD dalam memoderasi antara PBB dengan 

kemandirian keuangan daerah.  
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6. Untuk mengetahui hubungan PAD dalam memoderasi antara BPHTB dengan 

kemandirian keuangan daerah. 

1.4 Manfaat Penelitian  

       Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat terhadap kepentingan dunia akademik 

1) Dengan mengetahui bagaimana pengaruh penerimaan PBB dan BPHTB 

terhadap kemandirian keuangan daerah dengan PAD sebagai variabel 

moderating diharapkan dapat memperkaya pengetahuan tentang pajak 

daerah dan keuangan daerah. 

2) Dapat dijadikan informasi tambahan bagi pembaca untuk menambah 

referensi bagi penelitiannya baik yang akan maupun yang sedang 

melakukan penelitian tersebut. 

2. Manfaat terhadap dunia praktis 

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan pertimbangan oleh para 

pembuat kebijakan pada pemerintahan daerah agar dapat menggali sumber–

sumber penerimaan baru bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehinga 

mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. 
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